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Abstrak 
Segala bentuk kekerasan dan kejahatan, termasuk intoleransi, perundungan dan kekerasan seksual, tidak layak 
berada di lingkungan pendidikan. Maka perlu langkah konkret dari pihak sekolah untuk memberagus tiga 
perilaku tersebut dari lingkungan pendidikan. Melalui pendekatan fenomenologi terhadap deklarasi tiga dosa 
besar pendidikan, hasil penelitian mengungkap: bahwa moderasi beragama bisa menjadi solusi mengatasi tiga 
dosa besar pendidikan: intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual. Dengan menjadikan moderasi beragama 
sebagai strategi pendidikan di sekolah, maka tiga dosa besar tersebut dapat dicegah dan dihapus dari lingkungan 
pendidikan. Penelitian ini memberi kontribusi bagi pengembangan kurikulum sekolah, khususnya 
pengembangan kognitif remaja serta pencegahan dan treatment yang masti dilakukan. 

 
Kata Kunci: rekognisi, moderasi beragama, deklarasi, dosa besar 

 
Abstract 

All forms of violence and crime, including intolerance, bullying and sexual violence, are not appropriate in an 
educational setting. So it is necessary to take concrete steps from the school to eradicate these three behaviors 
from the educational environment. Through a phenomenological approach to the declaration of the three grave 
sins of education, the results of the study reveal: that religious moderation can be a solution to overcoming the 
three great sins of education: intolerance, bullying, and sexual violence. By making religious moderation an 
educational strategy in schools, these three grave sins can be prevented and removed from the educational 
environment. This research contributes to the development of the school curriculum, especially the cognitive 
development of adolescents as well as the prevention and treatment that must be carried out. 
Keywords: recognition, religious moderation, declaration, mortal sin  

PENDAHULUAN 
Radikalisasi dan radikalisme, kekerasan dan kejahatan, termasuk ujaran kebencian dan 

hoax, terutama atas nama agama merupakan sikap jahat dan memecah belah dan termasuk 
sikap merusak kehidupan, merusak kognisi. Banyak film Hollywood yang memantik adanya 
kontroversi di kalangan beberapa agama lantaran topik ceritanya. Hal ini menimbulkan protes 
dari beberapa agama yang meminta supaya filmnya tidak ditayangkan. Bahkan, kontroversi 
tersebut sampai membuat sutradaranya mendapat ancaman pembunuhan (Dedi, 2022).  

Film The Last Temptation of Christ berkisah kesulitan Yesus Kristus menahan diri dari 
berbagai godaan. Film dianggap melenceng dari kitab Injil dan pelecehan terhadap agama 
Kristen. Terlebih ada adegan seksual antara Yesus Kristus dengan Maria Magdalena 
(Mrozek, 2023). The Passion of the Christ lebih fokus menggambarkan momen penyaliban 
Yesus Kristus. Sisi kontroversinya, si sutradara lebih mengedepankan paham anti Yahudi. 
Kaum Yahudi digambarkan sosok sangat jahat dan menyiksa Yesus (Brusadin & Stanfield-
Mazzi, 2022).  
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Film Noah menceritakan sosok Noah yang dalam Islam Nabi Nuh saat mendapat wahyu 
untuk membangun bahtera. Meski diadaptasi dari Alkitab, film ini melenceng jauh dari 
faktanya (Kim, 2017). Innocence of Muslims, film ini memang  dibuat dengan tujuan untuk 
menyuarakan gerakan anti islam. Sepanjang filmnya, disajikan bentuk penghinaan kepada 
Islam, terutama penghinaan terhadap Nabi Muhammad Saw (Iqbal et al., 2020). The Da Vinci 
Code, film bergenre detektif. Kontroversi muncul di akhir film, diceritakan Yesus Kristus 
melakukan hubungan terlarang dengan Maria Magdalena sampai memiliki anak.  Keturunan 
asli dari Yesus Kristus dikisahkan masih ada sampai era modern dalam filmnya (Salman & 
Tiwari, 2022).  

Film-film tersebut menjadi gambaran bahwa intolerasni telah merambah berbagai 
segmen kehidupan termasuk industri perfilman yang bisa disaksikan jutaan umat manusia di 
belahan dunia. Selain itu, perilaku pelecehan sesual juga menjadi topik yang 
menggemparkan, dimana, Komnas Perempuan melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap 
perempuan dalam ranah personal yang tercatat di lembaga layanan mencapai 2. 363 kasus 
pada tahun 2021 (Databoks, 2021). 

Tercatat, jumlah kasus perkosaan terhadap perempuan mencapai 597 kasus. 
Pemerkosaan dalam perkawinan menempati posisi kedua mencapai 591 kasus. Incest (inses) 
mencapai 433 kasus. Sebanyak 374 kasus merupakan pelecehan seksual. Kasus persetubuhan 
dan ranah siber tercatat masing-masing sebanyak 164 kasus dan 108 kasus. Sebanyak 63 
kasus merupakan pencabulan. kasus perbudakan seksual sebanyak 17 kasus, eksploitasi 
seksual 14 kasus, dan percobaan perkosaan 2 kasus.  

Website resmi UNICEF, merilis bullying dapat terjadi di media sosial, platform 
chatting, platform bermain game, dan ponsel.  Menurut Broadband Search, 73% dari pelajar 
pernah merasakan bullying selama hidup mereka, 44% diantaranya terjadi dalam kurun waktu 
30 hari terakhir (Carretero Bermejo et al., 2022). 

Psikolog Trisa Genia menegaskan bullying dilakukan orang berkekuatan lebih pada 
yang lebih lemah, terjadi secara berulang. Di Indonesia, setidaknya 40% anak-anak 
meninggal bunuh diri akibat bullying, 38.41% dari itu mengaku menjadi pelaku 
cyberbullying, sedang 45.35% mengaku pernah menjadi korban (Joae Brett Nito et al., 2022). 
Muhadjir Effendy menyebut, berdasar data UNICEF tahun 2022, 45 % anak usia 14-20 di 
Indonesia menjadi korban bullying di dunia maya sepanjang tahun 2020. 20 % usia 13-17 
tahun, korban bullying di sekolah, rumah dan lingkungan sekitar (Ardiansyah, 2022). 

Fakta di atas menunjukkan bullying dan pelecehan seksual merupakan fonomena yang 
mengejala disemua usia dan berdampak buruk terhadap dunia pendidikan. Maka dari itu, 
Kemendikbudristek berkomitmen memberantas praktik-praktik tiga dosa besar di lingkungan 
pendidikan, yakni intoleransi, bullying dan kekerasan seksual. Salah satunya melalui 
penerbitan Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan 
Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Fauzah et al., 2021).  

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh bagaimana tiga dosa besar 
diatasi oleh lembaga pendidikan Islam dengan pendekatan moderasi beragama. Langkah ini 
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menciri dalam penelilitan sekaligus menjadi pembeda dengan penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya. 

Model pendekatan moderasi beragama merupakan langkah lebih maju dari pendekatan 
mainstream deradikalisasi, karena ia hendak melakukan perbaikan dari dalam. Melalui 
moderasi beragama, umat beragama tidak diposisikan sebagai sumber masalah, tetapi sebagai 
siswa yang perlu dilunakkan pemahaman keagamaannya 

METODE PENELITIAN 

Riset ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang 
menurut Sugiono (2021), dilakukan untuk menguariakan  fenomena yang terjadi  dari 
peristiwa atau pengalaman individu. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan kondisi 
alami, dimana peneliti sebagai intrumen kunci (Fischer & Guzel, 2023). Teknik pengumpulan 
data dengan trianggulasi (menggabungkan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil 
penelitian kualitatif lebih menekankan makna atau temuan dari fenomen tersebut daripada 
generalisasi secara umum (Yadav, 2022).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Deklarasi 3 Dosa Besar Pendidikan di SMP Pelita Al-Qur’an Wonosobo 

SMP Pelita Al-Quran Wonosobo bertempat di jalan Dieng Km. 05 Krasak, Mojotengah, 
Wonosobo. Lokasinya satu kompleks dengan Pondok pesantren Al Munir yang memudahkan 
dalam mempelajari ilmu-ilmu agama (Smppelita 2022). SMP Pelita Al-Qur’an Wonosobo 
pada hari jum’at 16 september 2022, mendeklarasikan pencegahan tiga dosa besar pendidikan 
yakni intoleransi, perundungan (bullying), dan kekerasan seksual. Sekolah telah membentuk 
tim penanganan anti tiga dosa besar. Ekosistem yang baik dan lingkungan bahagia di sekolah 
bisa mencegah terjadinya pristiwa intoleransi, perundungan dan kekerasan seksual (Mubarok, 
2022). 

Kepala Sekolah SMP Pelita Al-Qur’an Wonosobo, Nurul Hidayatul Afwan, 
menyampaikan: Tiga dosa besar dalam pendidikan merupakan hal yang harus dicegah, bila 
tidak akan berdampak pada kondisi fisik dan psikis yang mempengaruhi perkembangan anak. 
Untuk mencegah hal ini terjadi di sekolah, pihaknya sudah membentuk tim penanganan, yang 
terdiri dari beberapa guru yang telah diberi tanggung jawab masing-masing, terutama dalam 
memantau kondisi anak. 

Tim tersebut, sudah merencanakan untuk melakukan termasuk dengan jadwal 
pelaksanaan dan penanggung jawabnya. Didalamnya ada sosialisasi, memberi pendidikan 
agama, memberi pelayanan pada siswa tanpa memandang sara, juga akan melakukan 
kampanye  berkelanjutan anti bullying, kekerasan seksual, intoleransi, dan masih banyak 
lainnya (Afwan, 2022). 

Deklarasi ini diharapkan bisa menjadikan pnyemangat para siswa dan bapak-ibu guru 
untuk mencegah tiga dosa besar dalam pendidikan. Sehingga sekolah bisa menjadi kondusif 
dan ramah dan menjadikan situasi nyaman dalam proses belajar mengajar. 
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Robingun Suyud El Syam berpesan, bahwa sesungguhnya bullying, intoleransi dan 
kekerasan seksual tidak sesaui dengan per kemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan 
kemerdekaan kita atas tiga dosa besar itu, terus digalakkan sampai setan menyatakan 
menyerah dan dan kita menang “merdeka”.  

Jangan pernah melupakan, bahwa setan pasti tidak akan ikhlas kalau ada manusia 
rukun, damai, dan sentosa, maka kuncinya kembali kepada masing-masing, bahwa “tangung 
jawab sebagai cermin budaya santri”. Tanggung jawab terhadap diri sendiri karena Allah 
pasti mencintai hamba yang baik, suasana damai dan saling menguatkan satu sama lain. 
Kalau manusia memahami ini, tiga dosa besar dalam pendidikan pasti malu. 

Pada saat itu, kapolsek mojotengah wonosobo IPTU Sanyoto sebagai pembincara inti, 
mengapresiasi upaya yang dilakukan SMP Pelita Al-Qur’an dengan deklarasi tersebut. Di 
Wonosobo, sudah beberapa sekolah melakukan hal demikian. Di berharap program ini efektif 
untuk meretas tiga dosa besar pendidikan. Intoleransi dan perundungan korbannya sangat 
serius, kekerasan seksual juga seperti fenomena gunung es. Deklarasi menjadi pintu masuk 
agar kejadian bisa diantisipasi. 

Dia menegaskan cara sederhana memberantas tiga dosa besar dalam pendidikan adalah 
dengan memberikan ruang bahagia kepada peserta didik. Jika guru dan peserta didik sudah 
bahagia maka akan tercipta ekosistem yang baik di sekolah (Sanyoto, 2022). 

Selaras dengan hal itu di Indonesia sekarang asesmen diubah lebih revolusioner, salah 
satu instrumennya melalui lingkungan belajar. Bagaimana melihat ekosistem di sekolag 
bagus atau tidak bergantung pada ruang bahagia yang diberikan sekolah. Kalau kepala 
sekolah bahagia, guru juga bahagia, nanti menular pada murid yang bahagia. Jika tidak ada 
kebahagiaan tiga dosa besar ini rentan muncul. 

Kegiatan deklarasi  ini merupakan bentuk kerjasama antara pihak Fakultas Tarbiyah 
dan Ilmu Keguruan Universitas Sains Al-Qur’an dan pihak SMP Pelita Al-Qur’an. Maka dari 
itu, Deklarasi 3 dosa besar dalam pendidikan, dikemas dengan penarikan mahasiwa yang 
mengadakan Praktek Pengenalan Lapangan (PPL) ditempat tersebut.  

B. Tiga Dosa Besar Pendidikan 
1. Perundungan 

Perundungan atau Bullying berasal dari bahasa Inggris: penindasan, penyiksaan, 
perundungan, atau pengintimidasian, yakni menggunakan ancaman, kekerasan, atau paksaan 
dalam rangka menyalahgunakan, mendomniasi atau mengintimidasi (KBBI, 2023). Bullying 
adalah sub kategori perilaku agresif yang ditandai dengan niat bermusuhan, 
ketidakseimbangan kekuatan, dan pengulangan selama periode waktu tertentu (Burger et al., 
2015).  

Bullying dapat dilakukan secara individu atau kelompok, yang disebut mobbing, di 
mana pengganggu mungkin memiliki satu atau lebih "letnan" yang bersedia membantu 
pengganggu utama. Bullying di sekolah dan tempat kerja juga disebut sebagai "peer abuse" 
(Busby et al., 2022).  Bullying terjadi ketika seseorang "terpapar, berulang kali dan dari 



 
 

e-ISSN: 2961-7588; p-ISSN: 2962-3561, Hal 17-31 

waktu ke waktu, tindakan negatif pada bagian dari satu atau lebih orang lain", dan tindakan 
negatif terjadi "ketika seseorang sengaja menimbulkan cedera atau ketidaknyamanan pada 
orang lain, melalui kontak fisik, melalui kata-kata atau dengan cara lain" (Rueda et al., 
2022).  

Bullying individu biasanya ditandai dengan seseorang yang berperilaku dengan cara 
tertentu untuk mendapatkan kekuasaan atas orang lain (Burger at.al. 2015).  Perilaku bullying 
sering diulang dan menjadi kebiasaan. Salah satu prasyarat penting adalah persepsi oleh 
pengganggu atau oleh orang lain ketidakseimbangan kekuatan fisik atau 
sosial. Ketidakseimbangan ini membedakan bullying dari konflik (Juvonen & Graham, 
2014).  

Budaya intimidasi dapat berkembang dalam konteks apa pun di mana manusia 
berinteraksi satu sama lain.  Ini mungkin termasuk sekolah, keluarga, tempat kerja,  rumah, 
dan lingkungan. Platform utama untuk intimidasi dalam budaya kontemporer ada di situs web 
media sosial. Bullying dibagi menjadi empat jenis dasar pelecehan psikologis (kadang disebut 
emosional atau relasional), verbal, fisik, dan cyber.  

Perilaku yang digunakan untuk menegaskan dominasi tersebut dapat mencakup 
serangan fisik atau paksaan, pelecehan verbal, atau ancaman, dan tindakan tersebut dapat 
diarahkan berulang kali ke target tertentu. Rasionalisasi perilaku tersebut terkadang 
mencakup perbedaan kelas sosial, ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, penampilan, 
perilaku, bahasa tubuh, kepribadian, reputasi, garis keturunan, kekuatan, ukuran, atau 
kemampuan. Jika bullying dilakukan oleh suatu kelompok, itu disebut mobbing (Kumar & 
Sachdeva, 2019).  

2. Intoleransi 

Kata intoleransi berasal dari prefik in- yang memiliki arti "tidak, bukan" dan kata dasar 
toleransi (n) yang memiliki arti "1) sifat atau sikap toleran; 2) batas ukur untuk penambahan 
atau pengurangan yang masih diperbolehkan; 3) penyimpangan yang masih dapat diterima 
dalam pengukuran kerja." Dalam hal ini, pengertian toleransi yang dimaksud adalah "sifat 
atau sikap toleran". Kata toleran (adj) sendiri didefinisikan sebagai "bersifat atau bersikap 
menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, 
kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan 
pendirian sendiri" (KBBI, 2023). 

Intoleransi beragama adalah suatu kondisi jika suatu kelompok (misalnya masyarakat, 
kelompok agama, atau kelompok non-agama) secara spesifik menolak untuk menoleransi 
praktik-praktik, para penganut, atau kepercayaan yang berlandaskan agama. Namun, 
pernyataan bahwa kepercayaan atau praktik agamanya adalah benar sementara agama atau 
kepercayaan lain adalah salah bukan termasuk intoleransi beragama, melainkan intoleransi 
ideologi (Sukmayadi et al., 2023). 

Kata keberagamaan (n) memiliki arti "perihal beragama". Sementara kata beragama (v) 
didefinisikan sebagai "1 menganut (memeluk) agama; 2 beribadat; taat kepada agama; baik 
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hidupnya (menurut agama)" (KBBI, 2023). Dengan demikian, intoleransi keberagamaan 
dapat didefiniskan sebagai "sifat atau sikap yang tidak menenggang (menghargai, 
membiarkan, membolehkan) perihal keagamaan yang berbeda atau bertentangan dengan 
agamanya sendiri." 

Menurut sejarawan Inggris abad ke-19 bernama Arnold Toynbee, suatu pembentukan 
agama yang menganiaya agama lain karena "dianggap salah", ironisnya membuat agama 
yang menganiaya menjadi salah dan merusak legitimasinya sendiri. Konsep modern 
mengenai intoleransi berkembang dari kontroversi religius antara Kristen dan Katolik pada 
abad ke-17 dan 18 di Inggris. Doktrin mengenai "toleransi beragama" pada masa tersebut 
bertujuan untuk menghilangkan sentimen-sentimen dan dogma-dogma beragama dari 
kepemilikan politik (Lee, 2022). 

Dengan  penduduknya  yang  majemuk,  sudah menjadi  barang  tentu  menumbuhkan  
sikap toleransi  adalah  suatu  kewajiban  bagi penduduknya. Sikap toleransi ini agar 
terciptanya hubungan  warga  negara  yang  baik  satu  sama lain.  Sebenarnya  bukan  hanya  
ada  tataran  di dalam  negeri  saja  kita  harus  memiliki  sikap toleran,  melainkan  dalam  
hal  apapun  dan dimanapun  saat  kita  menemukan  sebuah perbedaan. Menguatnya  
sentimen  keetnisan  terkait dengan sebuah situasi ketidakadilan di berbagai bidang termasuk 
ekonomi dan politik, sosial dan budaya  yang  dihadapi  oleh  sebuah  kelompok etnis,  baik  
berupa  pengabaian,  eksploitasi, dominasi, represi atau diskriminasi (Sari & Samsuri, 2020). 

Di Indonesia, tindakan mendiskriminasi siswa yang berbeda agama bukanlah hal yang 
baru. Kasus di DKI Jakarta, seorang guru mengirim pesan di Grup WhatsApp siswa agar 
memiliki Ketua OSIS yang se-akidah. Di berbagai sekolah ditengarai kasus intoleransi tidak 
hanya terjadi di satu-dua sekolah. Sejumlah penelitian menunjukkan, praktik intoleransi 
keagamaan di Indonesia dan berbagai belahan dunia meningkat dari tahun ke tahun (Mujani, 
2020). Bentuk-bentuk tindakan intoleransi keagamaan yang terjadi di Indonesia bukan hanya 
berupa diskriminasi perlakuan terhadap agama minoritas, pembatasan aktivitas ibadah, 
pelarangan pendirian tempat ibadah, tetapi juga terjadi di sekolah. 

Pew Research Center (2018) mencatat terjadinya peningkatan praktik intoleransi 
keagamaan terhadap kelompok-kelompok agama minoritas. Dari 198 negara yang disurvei, 
Pew Research Center menemukan 28% di antaranya melakukan pembatasan ketat atau sangat 
ketat terhadap aktivitas keagamaan minoritas melalui undang-undang atau tindakan aparat 
negara. Di samping itu, terdapat 27% negara yang memiliki tingkat kekerasan terhadap 
agama yang tinggi atau sangat tinggi yang dilakukan oleh individu atau organisasi non-
negara. Secara keseluruhan, terdapat 83 negara (42%) yang memiliki tingkat pembatasan atau 
pelarangan aktivitas keagamaan yang tinggi atau sangat tinggi di seluruh dunia. 

Di Indonesia, salah satu hal yang mencemaskan adalah ketika praktik intoleransi mulai 
banyak bermunculan di institusi pendidikan. Hasil penelitian Pusat Pengkajian Islam dan 
Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah (2019), misalnya, menunjukkan bahwa 43,88% 
dari 1.859 pelajar SMA yang menjadi responden penelitian ini cenderung mendukung 
tindakan intoleran dan 6,56% mendukung paham radikal keagamaan. 
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Studi Suyanto (2019) dari FISIP Universitas Airlangga menemukan di kalangan pelajar, 
sikap dan perilaku intoleransi di berbagai sekolah telah berkembang dalam skala yang cukup 
meresahkan. Sekolah tidak hanya menjadi tempat bagi pelajar untuk belajar dan menuntut 
ilmu demi masa depannya, tetapi juga menjadi ruang bagi terjadinya infiltrasi pengaruh buruk 
dalam pergaulan sosial terhadap sesama pelajar. Meski 67,6% responden mengaku tidak 
pernah melakukan tindakan intoleransi kepada pelajar yang lain, tetapi sebanyak 32,4% 
mengaku pernah, sedangkan 29,2% mengaku jarang dan 3,2% mengaku sering. 

Memang, tidak selalu setiap waktu para pelajar melakukan tindakan intoleran kepada 
teman sekolahnya. Pada saat tidak ada momen yang memungkinkan dan menstimulasi 
mereka melakukan tindakan intoleran, kehidupan dan pola pergaulan antarpelajar di sekolah 
berlangsung biasa-biasa saja. Tetapi, lain soal ketika ada momen yang menstimulasi 
kemungkinan pelajar tertentu melakukan tindakan intoleransi kepada pelajar yang lain. Studi 
ini menemukan, pada saat ramai perbincangan tentang pemilu, misalnya, sebagian pelajar 
terkadang terdorong melakukan tindakan intoleransi kepada pelajar yang lain. Perbedaan 
ideologi dan siapa tokoh yang mereka idolakan dalam pemilu menyebabkan sebagian pelajar 
tak segan melakukan tindakan intoleransi kepada temannya. 

Bersikap dan bertindak intoleran bagi sebagian pelajar sudah bukan hal yang terlalu 
mengherankan. Tidak hanya melakukan tindakan intoleransi yang dilandasi oleh sikap 
menolak perbedaan, dalam kehidupan sehari-hari di sekolah sebagian pelajar mengaku juga 
terbiasa melakukan tindakan perundungan atau persekusi. Sebanyak 36,2% responden 
mengaku pernah melakukan tindakan perundungan meski intensitasnya jarang. Sementara itu, 
sebanyak 5,8% responden mengaku sering melakukan tindakan persekusi kepada teman yang 
lain. 

Bentuk persekusi yang dilakukan pelajar kepada teman-temannya sebagian besar (33%) 
dalam bentuk verbal abuse, yakni berkata kasar, seperti memaki, menghardik, dan sejenisnya 
yang menyakitkan hati. Sementara itu, bentuk persekusi lain adalah melakukan tindakan 
bullying (14,4%), menyebarkan rumor yang tidak benar (11,4%), atau melakukan tindakan 
fisik kepada temannya, seperti memukul, menendang, dan sejenisnya (6,4%). 

Kita perlu mengidentifikasi segala bentuk intoleransi yang kemungkinan bisa terjadi di 
lingkungan sekolah, seperti: 1. Mewajibkan siswa berbeda agama mengikuti mata pelajaran 
agama tertentu. 2. Wajib ikut ritual keagamaan tertentu. 3. Memukul rata kewajiban siswa 
mampu dan tidak mampu. Beberapa program sekolah kadang membuat mereka makin tidak 
berdaya. Maka dari itu, pihak sekolah harus mempertimbangkan setiap program sekolah yang 
dibuat, apakah sesuai atau tidak dengan kondisi siswa-siswinya (Hulu, 2023). 

3. Kekerasan Seksual 

Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa 
adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Hal ini termasuk tindakan seksual terhadap 
anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada anak atau individu yang terlalu muda untuk 
menyatakan persetujuan, ini disebut dengan pelecehan seksual terhadap anak. Kekerasan 
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seksual pada pasangan sah (suami-istri) adalah salah satu bentuk kekerasan dalam rumah 
tangga.  

Ketika kekerasan dilakukan dengan ancaman kontak seksual yang tidak diinginkan atau 
seks paksa oleh suami atau mantan suami seorang perempuan, maka hal itu dapat dianggap 
sebagai pemerkosaan, tergantung pada yurisdiksinya, dan dapat juga digolongkan sebagai 
penyerangan (Khandpur, 2015). Kekerasan seksual pada anak adalah suatu bentuk pelecehan 
seksual pada anak di mana seorang anak digunakan sebagai pelampiasan kepuasan seksual 
orang dewasa atau remaja yang lebih tua (Miranda et al., 2020).  

Bentuk kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa kontak seksual langsung, orang 
dewasa atau orang yang lebih tua yang memperlihatkan hal tidak senonoh (alat kelamin, 
puting wanita, dan atau lainnya) kepada seorang anak dengan maksud untuk memuaskan 
hasrat seksual mereka sendiri atau untuk menindas dan memikat anak tersebut, meminta atau 
menekan seorang anak untuk berhubungan seksual, menampilkan pornografi kepada seorang 
anak, atau menggunakan seorang anak untuk memproduksi pornografi (Duarte et al., 2022). 

Data Komnas Perempuan (2022), terkait kekerasan seksual di lingkungan pendidikan 
dalam rentang waktu 2015-2021, terdapat 67 kasus kekerasan seksual. Perguruan tinggi 
sebagai penyumbang kasus terbanyak. Setidaknya sepanjang Januari-Juli 2022, terdapat 12 
kasus kekerasan seksual di sekolah. Sebanyak 25 persen di antaranya terjadi di dalam wilayah 
kewenangan Kemendikbudristek dan 75 persen di satuan pendidikan di bawah kewenangan 
Kementerian Agama.  

Kasus yang mencuat belakangan ini di antaranya pemerkosaan santriwati di Pondok 
Pesantren Shiddiqiyah-Jombang dan Pondok Pesantren Madani-Bandung hingga dugaan 
pelecehan seksual yang terjadi di SMA Selamat Pagi Indonesia-Malang. Penanganan kasus 
berjalan lambat Meskipun banyak kasus telah dilaporkan, menurut Komisioner Komnas 
Perempuan Siti Aminah Tardi, penanganan kasus kejahatan seksual yang terjadi di 
lingkungan sekolah berjalan sangat lambat, khususnya dalam klaim keadilan dan pemulihan 
korban (Aprilianda et al., 2022).  

Ironisnya lagi, di beberapa kasus, masyarakat bahkan mencoba menghalangi 
penangkapan pelaku hanya karena pelaku merupakan tokoh penting dan berpengaruh 
sehingga mengabaikan hak korban. Alasannya, menurut Aminah, begitu kuatnya relasi kuasa 
dari para pelaku, ditambah lagi banyak masyarakat lebih memercayai seseorang yang 
memiliki otoritas keilmuan dan keagamaan sehingga mengabaikan hak korban.  

Tidak hanya itu, respons yang lambat dari pihak institusi pendidikan untuk menangani 
kasus kekerasan seksual juga menjadi hambatan tersendiri karena alasan menjaga nama baik 
lembaganya di mata publik. Ditambah lagi, adanya sanksi sosial berupa stereotip negatif dari 
masyarakat kepada korban dan penyintas kejahatan seksual, khususnya bagi korban 
perempuan, sehingga membuat korban tidak berdaya dan banyak yang memilih untuk 
bungkam dan tidak melaporkan kasusnya. 
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Kekerasan seksual, bisa terjadi karena tiga variabel penting, yakni kekuasaan, 
konstruksi sosial dan target kekuasaan. Terkait dengan kekuasaan, ketimpangan relasi kuasa 
antara pelaku dan korban adalah salah satu alasan kuat terjadinya pelecehan seksual. 
Misalnya dalam konteks lembaga pendidikan, guru yang melakukan kejahatan seksual 
kepada muridnya terjadi karena ia merasa memiliki kekuatan dibandingkan muridnya, dan di 
banyak kasus sudah sering terjadi. Dengan adanya konstruksi sosial dalam kerangkeng 
budaya patriarki yang menempatkan posisi laki-laki sebagai 'superior' dibandingkan 
perempuan yang 'submisif' sehingga menghalalkan pelecehan seksual (Fushshilat & Apsari, 
2020). 

Tidak hanya itu, budaya victim-blaming (menyalahkan korban) juga menjadi pemicu 
terjadinya pelecehan seksual. Banyak korban pelecehan seksual yang enggan melaporkan 
kasusnya dengan alasan takut disalahkan karena dianggap tidak mampu menjaga sikap 
sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya pelecehan seksual. Dengan alasan ini tentunya 
pelaku merasa diuntungkan karena korban akan menjadi target ideal sebagai pihak yang 
disalahkan dalam kasus itu.  

Memerangi kejahatan seksual, khususnya di lingkungan pendidikan adalah hal wajib 
dan tanggung jawab bersama. Namun mencegah dan menangani kasus kejahatan seksual 
bukanlah hal mudah dan perlu melibatkan banyak pihak. Beberapa upaya dan strategi bisa 
dilakukan untuk memerangi kejahatan di lingkungan pendidikan, antara lain: Permendikbud 
82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan 
Pendidikan harus terus disosialisasikan kepada Dinas-Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia 
(Salamor & Salamor, 2022).  

Mirisnya masih banyak yang belum mengetahui peraturan tersebut. Regulasi serupa 
juga seharusnya dilakukan oleh Kementerian Agama untuk memastikan terdapatnya sistem 
pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan, termasuk kekerasan 
seksual. Melalui kritikannya, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru 
(P2G), Satriawan Salim, menilai Kementerian Agama lambat merespons dan membuat 
regulasi atau aturan khusus untuk mencegah kejahatan seksual, sementara fakta di lapangan 
menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terus terjadi.  

Masih terkait dengan regulasi, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 
Kekerasan Seksual juga harus terus disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk 
membantu korban supaya bersuara tentang kekerasan yang dialaminya. Di sisi lain, edukasi 
tentang pelecehan seksual juga perlu digalakan di lingkungan kampus dan masyarakat. Hal 
ini penting karena banyak pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat yang belum paham betul 
apa itu kekerasan seksual dan bentuknya. 

Edukasi untuk menghentikan kekerasan seksual juga bisa dilakukan oleh pemerintah 
dan seluruh lapisan masyarakat melalui kampanye aktif secara luring ataupun daring dengan 
memanfaatkan media sosial, influencer, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lainnya. Hal 
lain yang bisa dilakukan adalah partisipasi aktif lembaga pendidikan untuk menolak secara 
tegas kekerasan seksual di lingkungan sekolah maupun kampus (Rusyidi et al., 2019).  
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Hal itu tercermin melalui kurikurulum pembelajaran dan ruang sekolah atau kampus 
yang aman dengan memasang papan atau simbol yang tidak mentoleransi segala bentuk 
kejahatan seksual. Atau bekerjasama dengan pemerintah untuk menyediakan gugus tugas 
pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah atau kampus supaya peserta didik bisa 
mendapatkan bantuan bila mereka mengalami pelecehan atau kekerasan seksual.  

Sebagai upaya untuk membantu korban atau penyintas kekerasan seksual, pemerintah 
bekerjasama dengan berbagai pihak juga harus menyediakan layanan dan konsultasi medis 
terpadu yang mudah diakses. Hal ini penting untuk memberikan dukungan moril bagi korban 
untuk berani bersuara dan pulih dari pengalamannnya untuk masa depan mereka yang lebih 
baik. Pasalnya, tidak jarang mereka justru mendapatkan tekanan dan perlakuan tidak 
menyenangkan dari orang-orang terdekat 

C. Rekognisi Moderasi Beragama Melalui Deklarasi 3 Dosa Besar Pendidikan di SMP 
Pelita Al-Qur’an Wonosobo 

Model pendekatan moderasi beragama merupakan langkah lebih maju dari pendekatan 
mainstream deradikalisasi, karena ia hendak melakukan perbaikan dari dalam. Melalui 
moderasi beragama, umat beragama tidak diposisikan sebagai sumber masalah, tetapi sebagai 
siswa yang perlu dilunakkan pemahaman keagamaannya (Liando & Hadirman, 2022). Dalam 
konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam 
merawat ke-Indonesia-an, hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia yang heterogen, 
berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku. 

Islam diturunkan untuk memberantas perilaku buruk seperti halnya bullying, intoleran 
ataupun kekerasan seksual dalam berbagai bentuknya. Bullying, penindasan terhadap kaum 
lemah, bertindak semena-mena, kedzaliman, ketidakadilan gender, dan lain-lain ialah musuh 
Islam paling nyata. Islam datang membawa keteraturan, ketertiban, menghormati harkat dan 
martabat manusia dengan saling menghargai antara satu dengan yang lain, menjunjung tinggi 
kehormatan, dan perilaku mulia lainnya (Bahtiar et al., 2022). 

Islam jelas melarang kita mengolok-olok, menghina, apalagi menyakiti secara fisik 
kepada sesama, karena bisa jadi orang yang diolok-olok atau dihina lebih mulia dari yang 
mengolok-olok. Dalam tinjauan apapun, penghinaan adalah perbuatan tercela karena 
menyakiti hati orang lain (Syam et al., 2021). Apalagi dilakukan di hadapan publik. 
Demikian halnya bullying di dunia nyata dan maya yang berisi umpatan, ujaran kebencian, 
caci maki, sumpah serapah, atau serangan fisik kepada pihak lain adalah perilaku keji. 

Pelaku bullying sering kali melakukan aksinya karena merasa dirinya paling hebat, paling 
berkuasa, dan lebih benar dari orang lain. Sedangkan korban  bullying  kebanyakan merasa 
terkucilkan, malu, takut, hingga depresi. Padahal, bisa jadi si korban justru lebih baik dan lebih mulia 
dari si pelaku. Seorang Muslim dilarang mencela dan merendahkan orang lain, sebab perbuatan itu 
termasuk kezaliman. Sedangkan misi Islam adalah menghapuskan kezaliman dan ketidak-adilan dari 
muka bumi, mengukuhkan kedudukan manusia. 
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Moderasi beragama dipahami sebagai suatu sikap beragama dengan mengutamakan 
keseimbangan antara pengalaman agama yang dianut dengan penghormatan pengamalan 
agama yang dianut oleh orang lain, sehingga dapat meminimalisir sikap ekstrem dan fanatik 
(Liando & Hadirman, 2022). Maka dari itu, sikap yang tercermin dari moderasi beragama 
menjadi adaptif di lingkungan manapun. 

Kajian tentang Iman, Islam, dan Ihsan, yang sering disebut dengan trilogi ajaran Islam 
ini dihubungkan ke dalam tiga bidang pemikiran; pertama, iman dan berbagai hal yang 
berhubungan dengannya diletakkan dalam satu bidang pemikiran, yaitu teologi (ilmu Kalam); 
kedua, persoalan Islam dibahas dalam bidang syariat (fiqh); dan ketiga, ihsan yang dipandang 
sebagai akar tumbuhnya disiplin ilmu tasawuf. 

Ihsan dalam kerangka moderasi merupakan bentuk lain dari akhlak. Sebagaimana Iman 
dan Islam, sumber utama dari ihsan adalah Al-Quran dan Hadis. Ajaran akhlak sebagaimana 
tercermin dalam Al-Quran menyuruh umat manusia untuk berperilaku baik kepada siapa pun, 
baik kepada dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, maupun kepada seluruh alam semesta 
(Tim Pokja MB, 2020).  

Dalam buku moderasi beragama yang dirilis kementerian agama disebutkan terdapat 
sembilan nilai moderasi, yaitu: kepeloporan (al-qudwah), dan anti kekerasan (al-la’unf) 
(PHU, 2022). Nilai kepeloporan atau suri tauladan menekankan kepada sikap dan tindakan 
untuk menghiasi diri dengan sikap terpuji. Sikap ini mengharuskan seseorang menghindari 
perilaku tercela seperti tiga dosa besar dalam pendidikan: bullying, intoleransi ataupun 
pelecehan seksual. Pelaku tindakan tersebut tentulah tidak pantas menjadi contoh. 

Selain itu, ada nilai anti kekerasan yang secara otomatis mensyaratkan hilangnya tiga 
dosa dalam pendidikan, karena sikap tersebut berarti menciderai nilai-nilai agama. Setiap 
agama pasti tidak menghendaki adanya salah satu dari tiga perilaku tersebut dalam dunia 
pendidikan (El Syam, 2020). Dengan demikian, pemahaman tentang moderasi beragama bisa 
menjadi solusi bagi lenyapnya tiga dosa besar dalam pendidikan. Maka dari itu, sekolah mesti 
mejalankan moderasi bergama sebagai salah satu misi pendidikan yang humanis dan agamis. 

Sekolah berbasis pesantren seperti halnya SMP Pelita Al-Qur’an menjadi lembaga ideal 
untuk menginternalisasikan ideologi tertentu dan nilai-nilai moderasi. Kebijakan stakeholder 
lembaga pendidikan berbasis pesantren memberi tindakan preventif dan kuratif berpengaruh 
besar sebagai rem untuk membendung perkembangan faham radikalisme baik di kalangan 
pelajar atau guru (Ni’mah, 2020). 

Membangun karakter moderasi merupakan garapan sekolah berbasis pesantren sebagai 
agen moderasi, sehingga sekolah mempunyai peran penting mengatasi radikalisasi yang 
semakin marak di kalangan pelajar. Upaya penanganan bisa ditempuh antara lain: 
Membangun kehidupan beragama di Sekolah dengan pembiasaan sikap yang toleran, inklusif 
dan moderat, sosialisasi materi moderasi beragama, mengadakan sosialisasi penanaman nilai-
nilai moderasi melalui pembelajaran dan berbagai kegiatan sekolah, memberikan penjelasan 
tentang Islam secara memadai isu keagamaan yang butuh perhatian dan kehati-hatian dalam 
pemaparannya.  
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Selain itu, pengenalan tentang hubungan ajaran Islam dengan kearifan lokal, 
membangun komunikasi dan interkoneksi antar sekolah  dalam bidang pengembangan 
kehidupan beragama peserta didik, mengedepankan dialog dalam pembelajaran agama Islam, 
pemantauan terhadap kegiatan dan materi mentoring keagamaan siswa. Hal ini secara 
sistematis akan mengatasi tindakan yang disebut tiga dosa besar keluar dari lingkungan 
pendidikan. 

 KESIMPULAN  

Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan: moderasi beragama bisa 
menjadi solusi mengatasi tiga dosa besar pendidikan: intoleransi, perundungan, dan 
kekerasan seksual. Dengan menjadikan moderasi beragama sebagai strategi pendikian di 
sekolah, maka tiga dosa besar tersebut dapat dicegah dan dihapus dari lingkungan 
pendidikan.  

Penelitian ini memberi kontribusi bagi pengembangan kurikulum sekolah, khususnya 
pengembangan kognitif remaja serta pencegahan dan treatment yang masti dilakukan. 
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